
 LEMBARAN DAERAH 
KOTA DEPOK 

 
 

NO. 05                                                                                                                              TH. 2008

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR 05 TAHUN 2008 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK                               
DAN AKTA CATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali; 

  b. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 38 

Tahun 2000; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan  b,  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 38 Tahun 2000 perlu 

ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, b dan c perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Depok 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang 

Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463); 

 

2. Undang ... 
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  2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan 

Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18  

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

 

 

9. Undang ... 
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  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 

  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4634); 

 

 

 

15. Undang ...
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  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3238); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan 

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 54); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 

 

 

 

 

22. Peraturan …
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  22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  24. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia; 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

di Daerah; 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 

Nomor 27); 

  28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33); 

  29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34); 

  30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Administrsi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2007 Nomor 05); 

Dengan … 
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  Dengan Persetujuan Bersama 
  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
  dan 
  WALIKOTA DEPOK 
  M E M U T U S K A N : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI 

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA 
CATATAN SIPIL. 

  BAB  I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 

  3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 

  4. Walikota adalah Walikota Depok. 

  5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok. 

  6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Kota Depok. 

  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Depok. 

  8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemegang 

Kas Daerah. 

  9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

  10. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia. 

 

11. Warga …
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  11. Warga Negara Indonesia adalah warga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

  12. Orang Asing atau warga datang asing yang selanjutnya disingkat WNA 

adalah orang bukan WNI. 

  13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 

autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftran penduduk dan 

pencatatan sipil. 

  14. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat 

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. 

  15. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 

penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan 

dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 

kependudukan. 

  16. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang 

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau 

perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat 

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan 

alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

  17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor 

identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat 

pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 

  18. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas 

keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan 

dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

 

 

19. Keluarga …
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  19. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau 

seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur 

yang tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah saja 

atau seseorang yang mendiami sekaligus atau seluruh bangunan yang 

mengurus keperluan hidupnya dan terdaftar dalam kartu keluarga. 

  20. Kepala keluarga adalah : 

  a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang 

mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung 

jawab pada keluarga itu; 

  b. Orang yang bertempat tinggal sendiri; 

  c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain yang 

bertempat tinggal secara bersama-sama. 

  21. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga 

yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung kepala keluarga. 

  22. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas 

resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang 

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repobulik Indonesia. 

  23. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang di alami 

oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas. 

  24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan 

pencatatan peristiwa penting yang di alami seseorang pada Instansi 

Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

PerUndang-Undangan. 

  25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialam oleh seseorang meliputi 

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengkuan 

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan 

perubahan status kewarganegaraan. 

  26. Kutipan akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta pencatatan 

sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan 

maupun pihak ketiga. 

 

Kutipan … 
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  27. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipa akta pencatatan sipil 

yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan karena kutipan akta 

pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat 

keterangan dari pihak yang berwenang. 

  28. Surat keterangan catatan sipil adalah surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh dinas bagi kepentingan masyakat dalam pelayanan 

pencatatan berkaitan dengan kompetensi instansi pemerintah terkait 

maupun perwakilan Negara asing. 

  29. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang 

Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Repubulik Indonesia 

dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan 

PerUndang-Undangan. 

  30. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang 

Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. 

  28. Penyediaan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan 

Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan 

Sipil adalah pelayanan penyediaan dan pemberian Kartu Keluarga, 

Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan 

Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil oleh Pemerintah 

Kota. 

  29. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta 

Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan 

Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda 

Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan 

Surat Keterangan Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Kota 

untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau Badan Hukum Publik/Privat. 

 

 

30. Wajib …
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  30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan 

perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi. 

  31. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh Wajib Retribusi sesuai ketetapan Peraturan Daerah kepada Kas 

Daerah atau Instansi yang berwenang dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. 

  32. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh 

petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Retribusi Daerah kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan 

benar. 

  33. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi 

identitas bagi setiap wajib Retribusi. 

  34. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

  35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD 

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang 

terutang. 

  36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda. 

  37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan 

besarnya Retribusi daerah yang terutang. 

  38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang 

menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah 

ditetapkan. 

39. Surat … 
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  39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih 

besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

  40. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi 

yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, 

kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi 

maupun sanksi administrasi. 

  41. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas 

daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang 

telah ditentukan. 

  42. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib 

Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang 

belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang. 

  43. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 

Persekutuan, Perkumpulan,  Firma, Kongsi, Koperasi dan Organisasi 

yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta 

bentuk badan usaha lainnya. 

  44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya 

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi 

Daerah. 

  45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota 

Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota 

Depok yang memuat ketentuan pidana. 

 

46. Penyidikan … 
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  46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

   

  BAB II 

  RETRIBUSI 

  Bagian Pertama 

  Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

  Pasal 2 

  Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 

akta catatan sipil dipungut retribusi sebagai penggantian biaya pencetakan 

kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. 

   

  Pasal 3 

  Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah 

Kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang disediakan dan 

dikelola oleh Pemerintah Kota yaitu sebagai berikut : 

  a. Penerbitan KTP; 

  b. Penerbitan surat keterangan kependudukan; 

  c. Penerbitan akta catatan sipil; 

  d. Penerbitan surat keterangan catatan sipil. 

   

  Pasal 4 

  Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mengurus KTP, surat 

keterangan kependudukan, akta catatan sipil dan surat keterangan catatan 

sipil.  

   

 

 

Bagian …
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  Bagian Kedua 

  Golongan Retribusi 

  Pasal 5 

  Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan 

sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi 

jasa umum. 

   

  Bagian Ketiga 

  Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

  Pasal 6 

  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan permohonan penerbitan kartu 

tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, akta catatan sipil, surat 

keterangan catatan sipil. 

   

  Bagian Keempat 

  Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif 

  Pasal 7 

  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak 

kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil didasarkan pada tujuan untuk 

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kartu tanda 

penduduk dan akta catatan sipil. 

   

  Bagian Kelima 

  Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

  Pasal 8 

  Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda 

penduduk dan akta catatan sipil adalah sebagai berikut : 

  a. penggantian biaya cetak KTP :  

  1. WNI   : Rp.     5.000,00

  2. WNA  : Rp.   75.000,00

   

b. penggantian … 
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  b. penggantian biaya cetak kutipan akta kelahiran : 

  1. WNI   : Rp.             0,00

  2. WNA  :      Rp.            0,00 

  c. penggantian biaya cetak kutipan kedua (II) dan 

seterusnya akta kelahiran: 

  1. WNI   : Rp.   27.500,00

  2. WNA  : Rp. 100.000,00

  d. penggantian biaya cetak kutipan akta perkawinan 

umum : 

 

  1. WNI  : 

  a) Di dalam kantor : Rp.   70.000,00

  b) Di luar kantor : Rp.   90.000,00

  2. WNA : 

  a) Di dalam kantor : Rp. 100.000,00

  b) Di luar  kantor : Rp. 150.000,00

  e. penggantian biaya cetak kutipan kedua (II) dan 

seterusnya akta perkawinan: 

 

  1. WNI : Rp. 120.000,00

  2. WNA : Rp. 210.000,00

  f. penggantian biaya cetak kutipan akta perceraian: 

  1. WNI : Rp. 135.000,00

  2. WNA : Rp. 200.000,00

  g. penggantian biaya cetak kutipan kedua (II) dan 

seterusnya akta perceraian: 

 

  1. WNI : Rp. 160.000,00

  2. WNA : Rp. 220.000,00

  h. penggantian biaya cetak kutipan akta kematian:  

  1. WNI : Rp.   20.000,00

  2. WNA : Rp. 100.000,00

   

 

i. penggantian … 
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  i. penggantian biaya cetak surat keterangan 

pendaftaran penduduk sementara WNA : 

Rp.   50.000,00

  j. penggantian biaya cetak surat keterangan pindah 

antar kabupaten/kota : 

Rp.     5.000,00

  k. penggantian biaya cetak surat keterangan pindah 

antar provinsi : 

Rp.   10.000,00

  l. penggantian biaya cetak surat keterangan sebagai 

tanda bukti pelaporan atas kelahiran, perkawinan, 

perceraian dan kematian WNI di luar negeri : 

Rp.   50.000,00

   

  Bagian Keenam 

  Pendapatan Retribusi 

  Pasal 9 

  Semua pendapatan dari retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda 

penduduk dan akta catatan sipil disetor ke Kas Daerah. 

   

  Bagian Ketujuh 

  Wilayah Pemungutan 

  Pasal 10 

  Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan yang diberikan. 

   

  Bagian Kedelapan 

  Masa Retribusi 

  Pasal 11 

  Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

bagi wajib retribusi untuk mendapatkan kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil. 

   

 

 

 

Bagian … 
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  Bagian Kesembilan 

  Saat Retribusi 

  Pasal 12 

  Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

   

  Bagian Kesepuluh 

  Tata Cara Pemungutan 

  Pasal 13 

  (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

  (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

   

  Bagian Kesebelas 

  Tata Cara Pembayaran 

  Pasal 14 

  (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

  (2) Tata Cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. 

   

  Bagian Keduabelas 

  Tata Cara Penagihan 

  Pasal 15 

  (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

  (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus 

melunasi retribusi yang terutang. 

  (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang 

ditunjuk. 

Bagian … 
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  Bagian Ketigabelas 

  Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

  Pasal 16 

  (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Walikota. 

  (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi 

yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. 

  (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang 

diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

  (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

  (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 

sejak diterbitkannya SKRDLB. 

  (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan 

setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan 

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 

pembayaran kelebihan Retribusi. 

   

  Pasal 17 

  (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan 

secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan 

sekurang-kurangnya menyebutkan : 

  a. Nama dan alamat wajib Retribusi; 

  b. Masa Retribusi; 

  c. Besarnya kelebihan pembayaran; 

  d. Alasan yang singkat dan jelas. 

 

(2) Permohonan … 
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  (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 

disampaikan secara langsung atau malalui pos tercatat. 

  (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman 

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota. 

   

  Pasal 18 

  (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat 

pembayaran kelebihan retribusi. 

  (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang 

retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) 

pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti 

pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

   

  Bagian Keempatbelas 

  Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 

  Pasal 19 

  (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan besarnya retribusi. 

  (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan 

kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena 

bencana alam dan kerusuhan. 

  (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

ditetapkan oleh Walikota. 

   

  Bagian Kelimabelas 

  Kadaluarsa Penagihan 

  Pasal 20 

  (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 

(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila 

wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2)  Kadaluarsa … 
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  (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila : 

  a. Diterbitkan surat teguran; atau 

  b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

   

  Bagian Keenambelas 

  Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa 

  Pasal 21 

  (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. 

  (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi 

daerah yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

   

  BAB III 

  SANKSI ADMINISTRASI 

  Pasal 22 

  Dalam hal subjek retribusi yang tidak dapat membayar tepat pada waktunya 

atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 

% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau 

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

   

  BAB IV 

  KETENTUAN PIDANA 

  Pasal 23 

  (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi 

yang terutang. 

 

(2)  Tindak … 



 20 

  (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

   

  BAB V 

  PENYIDIKAN 

  Pasal 24 

  (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

  (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

  a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah 

dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan 

jelas; 

  b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah 

tersebut; 

  c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 

badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

  d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 

serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

  e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

  f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

 

 

 

 

g. Menyuruh … 
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  g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang atau dokumenyang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

  h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana 

pelanggaran retribusi daerah; 

  i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

  j. Menghentikan penyidikan; 

  k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

  (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

   

  BAB VI 

  KETENTUAN LAIN-LAIN 

  Pasal 25 

  Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang 

teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

   

  BAB VII 

  KETENTUAN PERALIHAN 

  Pasal 26 

  Untuk retribusi penggantian biaya cetak KTP bagi WNI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 (satu) terhitung mulai tanggal 1 

Januari 2009 ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 

   

   

BAB VIII … 
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  BAB  VIII 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 27 

  Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 38 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

   

  Pasal 28 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Depok. 

   

  Ditetapkan di  Depok 

pada tanggal 31 Juli 2008 

  WALIKOTA  DEPOK 
 

 

 

  
ttd. 

 
  H.  NUR MAHMUDI ISMA’IL 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 1 Agustus 2008     

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK 
 

    ttd. 
 

     Dra. WINWIN WINANTIKA, MM  
                     NIP. 480 093 043 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 05   



 
PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN  DAERAH  KOTA  DEPOK 

NOMOR 05 TAHUN 2008 
TENTANG 

RETRIBUSI  PENGGANTIAN  BIAYA  CETAK 
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA  CATATAN   SIPIL 

 

I. PENJELASAN  UMUM 
  Sejak Tahun 2000, Pemerintah Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah 

Nomor 38 yang mengatur mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil, tetapi dengan mengacu pada Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa 

tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, maka Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 38 Tahun 2000 tersebut dipandang perlu untuk ditinjau kembali. 

Banyaknya peraturan-peraturan baru terkait yang dianggap sudah tidak sesuai lagi 

dengan Peraturan Daerah dimaksud serta sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat 

ini, maka Peraturan Daerah tersebut perlu untuk diganti.  

  Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kota adalah di bidang pelayanan kependudukan dan catatan 

sipil, sehingga untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kota 

Depok diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya 

memadai. Upaya peningkatan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan 

penambahan jenis retribusi daerah.   

 

 

 

Berdasarkan …
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 Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 

1. Hasil Pajak Daerah; 

2. Hasil Retribusi Daerah; 

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 

b. Dana Perimbangan; 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

 Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan 

penyelenggaraan Pemerintah Kota dan pembangunan Daerah serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang 

dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal 

pemungutan Retribusi Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud. 

  

II. PENJELASAN  PASAL DEMI PASAL 
 Pasal 1  

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 2  

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 3 

 Cukup Jelas. 

  

  

  

Pasal 4 …
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 Pasal 4 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 5 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 6 

 Cukup Jelas. 

 Pasal 7 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 8 

     Cukup Jelas. 

  

 Pasal 9 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 10 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 11 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 12 

 Cukup Jelas. 

  

 

 

 

 

Pasal 13 …
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 Pasal 13 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses 

kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Depok tidak 

boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.  Dengan sangat selektif dalam proses 

pemungutan Retribusi. Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama badan-

badan tertentu yang karena profesionalis-menya layak dipercaya untuk ikut 

melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien 

 Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak 

ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan 

penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi. 

  

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa 

karcis, kupon, kartu langganan. 

  

 Pasal 14 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 15 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 16 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 17 

 Cukup Jelas. 

  

 

 

Pasal 18 … 
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 Pasal 18 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 19 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 20 

 Ayat (1) 

 Saat kadaluarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan 

kepastian hukum, kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. 

  

 Ayat (2) 

 Huruf a 

 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak 

tanggal penyampaian Surat Teguran Tersebut. 

  

 Huruf b 

 Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah 

wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 

retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota. 

 Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

adalah wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia 

mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kota. 

 Contoh : 

 a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan 

pembayaran. 

b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan. 

  

 

 

 

Pasal 21 … 
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 Pasal 21 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 22  

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 23 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 24 

 Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan 

penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi 

yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah. 

  

 Pasal 25 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 26 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 27 

 Cukup Jelas. 

  

 Pasal 28 

 Cukup Jelas. 

 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 64 
    

     

 

  


